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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai Ibukota Negara sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi atas peran tersebut menempatkan DKI Jakarta 

menjadi pusat kegiatan pemerintahan, aktivitas perekonomian tingkat regional hingga internasional, dan 

kegiatan politik internasional. Banyaknya beban kegiatan tersebut menjadikan pembangunan di wilayah DKI 

Jakarta mempunyai permasalahan dan tantangan yang lebih kompleks. Meskipun tidak dapat dipungkiri, hal 

tersebut juga menjadi peluang dan potensi yang besar bagi perkembangan DKI Jakarta. 

Saat ini, Jakarta telah menjadi salah satu episentrum penyebaran virus corona dengan jumlah kasus positif 

COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan. Corona virus ditemukan pada manusia di Wuhan Cina, pada 

Desember 2019, yang kemudian ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global mengingat sebaran virus ini 

menjangkiti banyak negara. COVID-19 menjadi masalah di seluruh dunia karena dampak virus tidak dapat 

mereda dalam waktu singkat.  

Diperlukan penerapan tatanan hidup normal 

baru untuk dapat beradaptasi dengan situasi 

yang demikian, paling tidak sampai vaksin virus 

ditemukan dan dapat diaplikasikan pada 

masyarakat. Jakarta dengan segala peran 

strategisnya secara nyata terimbas dari situasi 

tersebut dan turut mempengaruhi kestabilan 

perekonomian nasional. Demi menekan 

penyebaran COVID-19 dalam skala lebih luas, 

Pemerintah dan Pemprov mengambil langkah 

pembatasan kegiatan di luar rumah yang 

dituangkan dalam bentuk Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Akibatnya, banyak 

sektor terdampak terutama dari aktivitas 

perekonomian mengalami stagnasi bahkan 

kemunduran yang signifikan, yang mengarah 

pada terjadinya krisis ekonomi.  

Untuk menyesuaikan perubahan mendasar 

yang terjadi akibar COVID-19 (yang antara lain 

ditunjukan dengan perubahan arah kebijakan 

nasional, terpuruknya kegiatan ekonomi1), 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi 

perubahan kebijakan jangka menengah dalam 

rangka pemulihan dan pemantapan 

pembangunan pasca pandemi (future normal) 

melalui Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

 
1 https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/490/perekonomian-jakarta-terhempas-ke-titik-terendah.html 

Pasal 342 ayat 1 huruf c dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 86 Tahun 2017 yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan 

RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Perubahan mendasar yang 

terjadi antara lain wabah pandemi COVID-19 dengan  DKI Jakarta 

sebagai epi centrum, perlambatan ekonomi mengalami kontraksi yang 

cukup dalam (triwulan II/2020 pertumbuhan ekonomi Jakarta (y on y) 

kontraksi minus 8,22%, terendah selama kurun waktu 10 tahun 

terakhir), terjadinya perubahan arah kebijakan nasional ñMempercepat 

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosialò merupakan tema yang 

ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 

menanggapi bencana pandemi COVID-19. 

Untuk melakukan Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan Dirjen 

Bina Bangda. Hasil konsultasi dimuat pada Lampiran 3 

Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi oleh Kota Jakarta 

membawa Kota Jakarta kepada KONSEP REGENERASI JAKARTA 

2030 (Urban City Resilience), antara lain a). Dampak dari kebijakan 

pembangunan yang berorientasi kepada kendaraan bermotor seperti 

perluasan masif jalan dan jalan tol yang berakibat pada polusi 

lingkungan, kemacetan lalu lintas, dan kurangnya kualitas transportasi 

publik; b) Kurangnya investasi pada perbaikan layanan dasar yang 

berakibat pada: terbatasnya akses air bersih, disintegrasi manajemen 

sampah dan limbah, kurangnya supply hunian terjangkau, banjir dan 

penurunan permukaan tanah. Terdapat 3 (tiga) isu infrastruktur 

strategis daerah yang utama yaitu Transportasi (peningkatan 

modal share penumpang transportasi umum); Pengendalian Banjir 

(Antisipasi banjir, genangan, dan Rob); Air Bersih, Sanitasi & 

Pengelolaan Sampah. 
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DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Hal ini dibenarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 

Pasal 342.  

Perubahan RPJMD tersebut akan menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahunan 

melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai tahun 2022. 

Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 yang dirancang untuk pemulihan dan pemantapan pembangunan 

pasca pandemi, tidak serta merta fokus pada satu pilar pembangunan ekonomi saja. 

Telah diidentifikasi koridor-koridor yang dapat mendampingi pengambilan arahan kebijakan dari berbagai 

aspek melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 

32/2009 yang mewajibkan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan 

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pembuatan dan 

pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi: 

1. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka 

panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota; dan 

2. kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko 

lingkungan hidup. 

 

Telah dijelaskan pula pada pasal 344 Permendagri No 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RPJPD dan 

RPJMD dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan 

perubahan RPJPD dan RPJMD.  Selain itu pada Pasal 47 ayat (3) Permendagri No 86 Tahun 2017 

disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD mencakup KLHS.  

 

Adapun tata cara pelaksanaan KLHS telah diatur secara rinci dalam PP No. 46/2016, PermenLHK No. 

69/2017 dan Permendagri No. 7/2018. Pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2017-2022 diharapkan dapat memberikan berbagai pertimbangan yang komprehensif sehingga perubahan 

rencana pembangunan tidak hanya terfokus pada pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat kondisi pandemi 

COVID-19. 

 

1.2 Dasar Hukum 
Landasan hukum yang mengamanahkan pengintegrasian KLHS dalam penyusunan maupun evaluasi 

RPJMD telah diatur melalui hierarki peraturan perundangan sebagai berikut: 

¶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5941); 

¶ Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5941); 

¶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.69/Menlhk/Setjen/ 

Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 89); 

¶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 
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¶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461). 

 

Namun demikian, pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD juga turut mempertimbangkan keterkaitan 

peraturan lainnya meliputi: 

¶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

¶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

¶ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

¶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

¶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

¶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

¶ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4815); 

¶ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

¶ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

¶ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

¶ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

¶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, 

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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¶ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33); 

¶ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 ï 2022 (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 

Nomor 201, No-Reg Perda Provinsi DKI Jakarta: 1/103/2018); 

¶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10). 

¶ Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

¶ Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah 

1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran KLHS 
Maksud. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 

dimaksudkan sebagai upaya untuk memastikan pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan 

dalam perubahn RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017 -2022, utamanya untuk 2 tahun ke depan.  

Tujuan. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif 

berdasarkan capain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Kondisi Lingkungan Hidup Provinsi DKI 

Jakarta sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data terkini.   

Pelaksanaan KLHS ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi dalam bentuk arahan kebijakan dan program 

yang mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rekomendasi selanjutnya diintegrasikan ke dalam 

Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ï 2022. 

Sasaran. Hasil KLHS menyasar pada rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan, rencana dan/atau 

program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disesuaikan dengan kondisi akibat 

pandemi COVID-19. 

1.4 Tahapan Penyelenggaraan KLHS 
KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dilaksanakan pada bulan Agustus ï November 

2020, beriringan dengan penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD. Pada saat KLHS ini disusun, 

sebagian besar rancangan awal perubahan RPJMD telah tersusun merespon perkembangan kondisi 

pandemi yang berdampak secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, proses 

integrasi hasil KLHS tetap dapat dilakukan pada tahap finalisasi Rancangan Perubahan RPJMD DKI Jakarta. 

Dalam kondisi mendesak tersebut, tahapan penyelenggaraan KLHS tetap dilaksanakan dengan mengacu 

pada peraturan perundangan yang berlaku meskipun terdapat penyesuaian waktu dan pengayaan analisis. 
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Gambar 1.1 Sinkronisasi Proses Penyusunan KLHS dan Penyusunan Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-
2022 

 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada Pasal 11 ayat 2 

secara jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan analisis perlu memperhatikan peraturan perundang-

undangan, keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktik terbaik, informasi tersedia yang diakui 

secara ilmiah, keberadaan hasil penelitian yang akuntabel, dan/atau kesepakatan antar ahli. Berdasarkan 

ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan KLHS sangat terbuka pada perkembangan 

pendekatan dan metode yang akuntabel dan diakui secara ilmiah.  

Sementara PermenLHK No. 69 Tahun 2017 pada Pasal 13 ayat 2 menegaskan bahwa penerapan 

mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS wajib mempertimbangkan jenis, tema, hirarki, dan skala 

informasi KRP serta prosedur dan mekanisme penyusunan dan/atau evaluasi KRP. Mengingat KRP yang 

dikaji adalah RPJMD yang pada dasarnya berada dalam ranah urusan Kementerian Dalam Negeri, maka 

keseluruhan tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD seyogyanya mengacu pada teknis pelaksanaan 

sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2018. Secara umum, tahapan penyelenggaraan KLHS Perubahan RPJMD 

Provinsi DKI Jakarta diilustrasikan pada bagan berikut ini. 

 

Gambar 1.2 Tahapan Pembuatan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 
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Sebagian besar tahapan penyelenggaraan KLHS di atas dilaksanakan dengan pertemuan virtual. Hal ini 

dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Interaksi dengan 

pemangku kepentingan diakomodir dengan memanfaatkan teknologi daring melalui survei dan jajak 

pendapat secara virtual, serta kolaborasi dokumen melalui platform daring. Meskipun hasil pengayaan yang 

didapatkan memang lebih terbatas dibandingkan dengan cara diskusi langsung, hal ini tidak menyurutkan 

antusiasme keterlibatan pemangku kepentingan di setiap tahapan penyelenggaraan KLHS. 

1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD 

Kick Off Meeting. Pertemuan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 merupakan awal 

dimulainya rangkaian kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI 

Jakarta. Pertemuan dilaksanakan secara internal terwakili dari instansi Bappeda dan Dinas Lingkungan 

Hidup. Hal ini dilakukan dalam rangka identifikasi awal proses persiapan dan pihak-pihak terkait yang 

perlu dilibatkan sebagai tim pembuat KLHS RPJMD atau dalam pertemuan kecil dan besar. 

Membentuk Tim Pembuat KLHS RPJMD. Tim Pembuat KLHS terwakili dari 19 institusi daerah 

sebagaimana tercantum dalam SK No. 1157 Tahun 2020 (lihat pada Lampiran 1Lampiran 1). Tim 

tersebut bertugas mendampingi proses penyelenggaraan KLHS sebagai institusi kunci untuk terlibat 

secara intensif dalam setiap pertemuan persiapan, FGD tematik, dan konsultasi publik. 

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan 

Identifikasi Isu dan Pengumpulan Data. Identifikasi isu strategis dilaksanakan dalam beberapa 

pertemuan daring yang melibatkan Tim Pembuat KLHS. FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 7 

Agustus 2020 dalam rangka mengidentifikasi status penyusunan rancangan perubahan RPJMD dan 

evaluasi capaian TPB bersama tim sekretariat TPB. Hasil identifikasi awal ini kemudian diolah untuk 

didiskusikan kembali dalam lingkup keterlibatan OPD yang lebih besar. Hal ini dilakukan untuk 

menghimpun data sekaligus mendapatkan konfirmasi data resmi dari wali data yang berkaitan. 

Selanjutnya, Tim Pembuat KLHS beserta OPD kunci terkait pencapaian TPB melaksanakan FGD pada 

tanggal 12 Agustus 2020 untuk merumuskan Isu Prioritas berdasarkan hasil identifikasi isu strategis 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan antar Tim 

Pembuat KLHS atas isu-isu tersebut sebelum dikonsultasikan kepada publik. KLHS merupakan kajian 

yang bersifat deliberatif sehingga dalam prosesnya diperlukan keterlibatan banyak pihak. Hal ini 

dimaksudkan agar menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap arah pembangunan yang diharapkan. 

Analisis Data. Analisis data dilakukan berbasis pada data sekunder terkini yang bersumber dari instansi 

terkait. Selain pengumpulan data sekunder, metodologi studi literatur paling banyak digunakan dalam 

KLHS mengingat banyak referensi kajian dan penelitian terkait yang telah dilaksanakan oleh DKI Jakarta 

pada tahun sebelumnya. Analisis data mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Pendekatan dalam Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan 

Analisis Pendekatan 

Gambaran 

Kondisi 

6 Muatan LH 

¶ Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup 

Analisis mengenai daya dukung lingkungan hidup fokus pada dua pemanfaatan fungsi 

lingkungan hidup yaitu penyedia air dan pangan, dengan pertimbangan bahwa posibilitas 

dua unsur tersebut untuk terpenuhi dari sumber lokal sangat sulit. Analisis daya dukung air 

pada dasarnya telah dilaksanakan oleh DLH pada tahun 2019 menggunakan pendekatan 

spasial berbasis jasa lingkungan dan sistem grid, sehingga informasi yang disajikan hasil 

analisis tersebut masih relevan digunakan dalam KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta. 

Sementara, daya dukung pangan dianalisis secara tabulasi berdasarkan kebutuhan kalori 

dan ketersediaan lahan pangan. 

¶ Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup 



 

KLHS PERUBAHAN RPJMD 
Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2017-2022 
1.7 

 

PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI DKI JAKARTA 

TAHUN 2020 

Gambaran dampak dan risiko lingkungan hidup dianalisis dari kecenderungan 

perubahan kualitas air dan pengelolaan sampah, dengan pertimbangan isu-isu 

terkait pandemi yang selalu membutuhkan ketersediaan air bersih yang 

memadai dan pengelolaan sampah infeksius. 

¶ Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan 

Gambaran mengenai jasa lingkungan hidup DKI Jakarta fokus terhadap analisis 

kemampuan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai penyedia air, 

pengatur air, pengatur kualitas udara, dan pengatur mitigasi bencana banjir. 

Keseluruhan analisis tersebut juga telah tercakup dalam Kajian D3TLH DKI 

Jakarta yang telah dilaksanakan DLH pada tahun 2019, sehingga informasi 

dalam kajian tersebut dijadikan referensi utama pembahasan kinerja jasa 

lingkungan hidup. 

 

 

¶ Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks DKI Jakarta 

sangat erat kaitannya dengan pola pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, efisiensi 

pemanfaatan sumber daya alam dianalisis berdasarkan kesesuaian rencana 

dan realisasi pelaksanaannya. Analisis ini mengacu pada hasil akhir Kegiatan 

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Provinsi DKI 

Jakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. 

¶ Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati 

DKI Jakarta melalui DLH telah melaksanakan inventarisasi keanekaragaman 

hayati pada tahun 2019 yang tercakup dalam Profil Keanekaragaman Hayati DKI 

Jakarta. Potensi kehati direpresentasikan dari sebaran flora dan fauna yang 

biasa ditemui di DKI Jakarta. Sementara, ketahanan kehati dapat dicerminkan 

dari banyaknya permasalahan yang mengganggu keberlanjutan ekosistem 

sehingga memicu penurunan kehati dalam jangka panjang. 

¶ Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 

Gambaran mengenai kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim telah 

dianalisis secara mendetil dalam Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah 

Adaptasi Perubahan Iklim serta dikaitkan dengan Laporan Akhir Inventarisasi 

Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2019. Laporan tersebut dijadikan referensi utama pembahasan 

mengenai sub-bab ini. 

Analisis 

Capaian TPB 

pada OPD di 

Provinsi DKI 

Jakarta 

¶ Analisis Gap Target Capaian TPB 

Gap target capaian TPB dianalisis berdasarkan data dan informasi tahun 2019 

dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan 

Sekretariat SDGs. Analisis gap tersebut dijadikan dasar untuk mengidentifikasi 

isu-isu pembangunan berkelanjutan.  

¶ Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah 

Analisis ini dimaksudkan sebagai penandaan anggaran untuk setiap indikator 

TPB dan atau TPB secara umum supaya alokasi penganggaran eksisting dapat 

tergambar. Selain itu, analisis ini sekaligus untuk mengidentifikasi OPD yang 

menjadi kunci dalam pencapaian beberapa indikator TPB. 
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Analisis 

Keterkaitan 

TPB 

Analisis keterkaitan TPB dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat 

dari isu-isu yang telah diidentifikasi. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk melihat 

TPB secara holistik sehingga rumusan arahan kebijakan yang dihasilkan sekaligus 

dapat menyasar pencapaian TPB terkait. 

Identifikasi 

Potensi 

Dukungan 

Mitra 

Pembangunan 

Potensi dukungan mitra pembangunan diidentifikasi awal berdasarkan keterlibatan 

pemangku kepentingan dalam beberapa program-program pencapaian TPB yang 

tercatat dalam Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan 

Sekretariat SDGs. Identifikasi lanjutan dilakukan melalui diskusi tematik untuk 

memperkaya potensi-potensi dukungan mitra yang dapat dilibatkan dalam 

menangani isu-isu prioritas pembangunan. 

 

Konsultasi Publik 1. Uji Publik pembahasan prioritasi isu TPB dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 

2020 dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara (Lampiran 4). Pada proses uji publik 

ini, pemangku kepentingan tetap diberikan informasi secara utuh meliputi latar belakang perubahan 

RPJMD & pelaksanaan KLHS, gambaran capaian keseluruhan TPB, gambaran kondisi lingkungan 

hidup, gambaran kondisi yang dialami DKI Jakarta selama pandemi, dan proses identifikasi awal isu 

hingga fokus 10 TPB yang akan diangkat dalam perubahan RPJMD 2017-2022. Berdasarkan informasi 

tersebut, pemangku kepentingan dipersilakan memberikan masukan, klarifikasi data, dan menyepakati 

isu-isu TPB yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam 2 tahun penyelesaian RPJMD periode 

2017-2022. Proses konsensus penentuan isu prioritas dilakukan melalui sistem polling daring sehingga 

didapatkan 6 isu prioritas yang mencakup TPB 1: Tanpa Kemiskinan, TPB 2: Tanpa Kelaparan, TPB 3: 

Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4: Pendidikan Berkualitas, TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, 

dan TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. 

3. Perumusan Skenario dan Rekomendasi  

Perumusan Skenario. Proses perumusan skenario pencapaian TPB prioritas dilakukan melalui skema 

sebagaimana gambar di bawah ini. Skenario dianalisis berdasarkan outcome dari masing-masing TPB 

prioritas yang sudah mempertimbangkan keterkaitan dengan TPB lainnya sehingga menghasilkan 

arahan kebijakan yang sesuai. Outcome dan kebijakan dirumuskan berdasarkan analisis proyeksi yang 

dilakukan untuk masing-masing capaian indikator TPB dan proyeksi apabila terdapat upaya tambahan 

untuk mencapai target. 

Skenario pencapaian membahas tentang bagaimana keterkaitan TPB Prioritas dengan TPB lainnya, 

skenario daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, skenario dengan upaya tambahan untuk 

masing-masing TPB Prioritas, dan skenario sumber pembiayaan. Perumusan skenario dilakukan 

terlebih dahulu secara internal oleh Tim Pembuat KLHS sebelum disampaikan di konsultasi public. 

Konsultasi Publik 2. Konsultasi Publik 2 dilakukan untuk penyepakatan usulan Rekomendasi KLHS 

dari alternatif skenario yang dibuat oleh Tim Pembuat KLHS. 

4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi 

¶ Penjaminan kualitas dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Pembuat KRP, yang disahkan 

oleh Gubernur DKI Jakarta.  

¶ Keseluruhan proses penyelenggaraan KLHS dirangkum dalam Laporan Dokumentasi KLHS 

Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang terpisah dari laporan KLHS ini. 

¶ Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS. Validasi KLHS ini 

dilaksanakan secara sekaligus pada tahap akhir. Validasi KLHS dilakukan dengan 

mengirimkan permintaan surat permohononan validasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. Hasil Validasi dituangkan dalam berita acara validasi. 



 

KLHS PERUBAHAN RPJMD 
Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2017-2022 
1.9 

 

PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI DKI JAKARTA 

TAHUN 2020 

1.5 Ringkasan Perbedaan KLHS Perubahan RPJMD dengan 

KLHS RPJMD 2017-2022 
 

Tabel 1.2. Ringkasan Perbedaan KLHS RPJMD lama dan Perubahan 

KLHS RPJMD 2017-2022 KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022 

¶ Mengacu Permendagi No.67/ 2012. 

¶ Identifikasi isu strategis pembangunan 

berkelanjutan berbasis pada proses 

pengayaan isu oleh stakeholder 

sebagaimana yang dirasakan langsung. 

¶ Pengkajian dilakukan dengan prinsip 

keterkaitan antar dokumen strategis, 

keseimbangan, keadilan, dan pengaruh. 

¶ Perumusan alternatif dan rekomendasi 

berbasis pada dampak program dengan 

arahan mitigasi/adaptasi dan langkah 

alternatif. 

¶ Mengacu Permendagri No.7/2018. 

¶ Identifikasi isu strategis dilakukan bertahap dari 

proses analisis gap capaian target Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB), analisis 

capaian TPB pada OPD, analisis keterkaitan TPB, 

dan uji publik perumusan isu prioritas. 

¶ Pengkajian dilakukan dengan mempertimbangkan 

keterkaitan antar TPB. 

¶ Perumusan arahan rekomendasi didasarkan pada 

alternatif proyeksi upaya pencapaian target 

terhadap kondisi daya dukung lingkungan hidup 

dan gap capaian target TPB 

¶ Arahan program didasarkan pada Permendagri 

90/2019 dan Kepmendagri 50/2020 

 

1.6 Sistematika Dokumen KLHS 

 

 

 

 

 

 

BAB 1 
Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan dan sasaran KLHS, tahapan 

penyelenggaraan KLHS, ringkasan perbedaan KLHS RPJMD dengan KLHS Perubahan 

RPJMD, serta sistematika dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta. 

BAB 2 
Menguraikan histori perkembangan fungsi wilayah DKI Jakarta untuk memberikan 

gambaran histori arah kebijakan yang mendominasi di wilayah tersebut. 

BAB 3 
Menguraikan kondisi Provinsi DKI Jakarta secara umum, meliputi kondisi geografis, 

fisik, kondisi demografis, kondisi sosial, ekonomi, dan fiskal. 

BAB 4 
Menguraikan gambaran kondisi lingkungan hidup DKI Jakarta yang mencakup 6 muatan 

yaitu kapasitas daya dukung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan hidup, 

kinerja layanan ekosistem/jasa lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya 

alam, potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati, serta kerentanan & kapasitas 

adaptasi terhadap perubahan iklim 

BAB 5 
Menguraikan kondisi umum capaian target TPB, analisis gap target capaian TPB,  dan 

capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah. 

BAB 6 
Menguraikan proses identifikasi dan perumusan isu prioritas dan analisis gap dan/atau 

kesenjangan dari kebijakan dan strategi pada RPJMD 2017 - 2022 terhadap pencapaian 

TPB. 
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BAB 7 
Menguraikan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Prioritas di Provinsi DKI 

Jakarta, mencakup pembahasan mengenai keterkaitan antar TPB prioritas dengan TPB 

lainnya, skenario daya dukung, dan skenario capaian TPB dan upaya tambahan yang 

perlu dilakukan untuk pencapaian selama 2 tahun. 

BAB 8 
Pembahasan mengenai rumusan rekomendasi KLHS untuk perubahan RPJMD Provinsi 

DKI Jakarta 

BAB 9 Menguraikan proses penjaminan kualitas dari KLHS Perubahan RPJMD. 

BAB 10 
Pembahasan mengenai tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk proses integrasi hasil 

KLHS dan validasi KLHS. 



 

 

BAB 

2 
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BAB 2 PERKEMBANGAN FUNGSI WILAYAH 

DKI JAKARTA 
 

Sebelum menjadi ibukota Republik Indonesia, Jakarta telah melampaui masa yang sangat panjang sebagai 

suatu kota pelabuhan. Pada jaman kerajaaan Taruma Negara di Jawa Barat terdapat suatu kerajaan yang 

berpusat di Pajajaran dekat Bogor, di teluk Jakarta muara sungai Ciliwung terdapat suatu kota pelabuhan 

yang Sunda Kalapa. Masa ini berlangsung kira-kira dari abad ke 12 sampai abad ke 16. Kemudian kota 

pelabuhan ini direbut oleh kerajaan Demak dan dengan perantara Falatehan, diubah namanya menjadi 

Jayakarta. Masa ini berlangsung dari bagian pertama abad ke 16 sampai awal abad ke I7, kemudian ketika 

badan dagang Belanda yang bemama Vereenigde Oost Indische Compagnie mulai berdagang di Asia, maka 

kota pelabuhan ini mereka rebut dan menjadikannya pusat perdagangan VOC dengan nama Batavia. Masa 

ini berlangsung dari awal abad ke 17 sampai akhir abad ke 18. 

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota 

Bogor sekarang, bernama Padjadjaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Sisi utara Kerajaan 

Padjadjaran berbatasan dengan Muara Kali Ciliwung yang menjadi letak sebuah bandar bernama Sunda 

Kelapa yang berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka 

pada masa itu dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia 

Tenggara. 

Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, segera menunjuk 

pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina 

atau Jayakarta, yang berarti ñKemenangan Akhirò. Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal 

dikuasainya oleh Falatehan yang pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi ñJakartañ 

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang menjadi Gemeente Batavia dan diberikan 

kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. 

Gemeente Batavia merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas 

wilayah Gemeente Batavia kurang lebih 125 km2, tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan 

Seribu). 

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden 

yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, 

Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan 

Tanah Abang. 

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang dan pada tanggal 9 Maret 1942 

Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur 

bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu). 

Dimana Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi). 

Pada masa pendudukan Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di 

Indonesia selama pemerintahan militer Jepang. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 

setelah kemerdekaan, kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut 

ñKotapradja Djakarta Rayaò dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), 

dan Soediro (1953-1960). 
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Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada 

tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 

tentang pembentukan ñPemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Rayaò. Sejak itu disebut Pemerintah 

DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 

tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama ñDjakartaò. Sejak itu Pemerintah DCI 

Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta. 

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali 

Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), 

Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soerdirdja (1992-1997), Sutiyoso 

(1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), 

dan Djarot Saiful Hidayat (2017). 

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan 

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah 

Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur 

Surjadi Soedirdja (1992 ï 1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta 

dan pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. 

Selanjutnya pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), implementasi Undang- undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembentukan deputi selaku pejabat yang membantu gubernur dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Jakarta, mempunyai riwayat yang amat panjang sebelum tahun 1950. Riwayatnya sebagai tempat hunian 

manusia secara garis besar dapatlah ditahapkan sebagai berikut:  

V tahap pemukiman sederhana di zaman prasejarah; 

V tahap pemukiman terkoordinasi di zaman masa kerajaan Tanimanagara; 

V tahap pertumbuhan sebagai kota pusat perdagangan, yang dapat diperinci dalam tahap-tahap: 

o Sunda Kalapa di bawah kedaulatan Pajajaran; 

o Jayakarta yang jadi perebutan; 

V tahap sebagai kota pusat kekuasaan, yang menuruti perkembangan sebagai: 

o Batavia, pusat kekuasaan kolonialis Belanda; 

o Jakarta, ibukota negara Indonesia yang merdeka, sejak tahun 1950 

Hasan Djafar (1987) menyatakan sekurang-kurangnya ada enam buah situs kepurbakalaan prasejarah yang 

telah dapat dinyatakan sebagai bekas tempat hunian manusia pra-sejarah. Situs-situs itu adalah: Pejaten,' 

Kampungkramat, dan Condet-Balekambang yang ketiganya terletak di daerah aliran sungai Ciliwung; Bu/cit 

Sangkuriang dan Kelapadua yang kedua- nya terletak di sebelah selatan perbatas'an wilayah DKI Jakarta 

dengan Kabupaten Bogor; dan ·situs Buni yang terletak di sebe- lah timur perbatasan wilayah DKI Jakarta 

dengan Kabupaten Bekasi, di daerah pantai utara dan terletak antara Kali Bekasi dan Kali Cilamaya. H.Th. 

Verstappen dalam telaah geomorfologisnya mengenai pembentukan garis pantai dan teluk Jakarta, telah 

memberikan taksiran bahwa dataran "kipas aluvial" yang meliputi wilayah Jabotabek (Jakarta-Bogor-
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Tanggerang-Bekasi) terbentuk sekitar 5000 tahun yang lalu· Jenis jenis temuan di situs ini memberikan 

petunjuk mengenai tahap' perkembangan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Dari kebudayaan 

perundagian tahap kebudayaan bercocok tanam. Ini semua menunjukkan bahwa wilayah "Jakarta" telah 

dihuni sekurang- kurangnya sejak 'masa' bercocok tanam, yang diperkirakan berlangsung antara sekitar 

tahun 3000 dan 1000 Sebelum Masehi (Djafar 1987:14). Dataran aluvial Jabotabek itu telah dihuni manusia 

tak lama setelah terbentuknya, manusia menempati wilayah karena kesuburan dan kelimpahan aimya. 

Munculnya kerajaan Tarumanagara pada paruh kedua abad kelima Masehidi di wilayah Jabotabek ditandai 

sejumlah inskripsi yang ditemukan di Ciaruteun, Kebon Kopi, Jambu, dan Tugu. Kerajaan ini cakupan 

wilayahnya bahkan lebih luas ·daripada wilayah Jabotabek sekarang, terbukti inskripsinya ditemukan juga di 

Cidanghiang (daerah Lebak, Banten). Inskripsi itu dapat dipastikan mewakili satu era yang sama. Memuat 

tentang: nagara Taruma, raja Pumavannan, dan pemujaan tapak kaki. Pengertian nagara, yaitu ''kota", suatu 

tempat hunian yang berbatas jelas,, biasanya bergerbang dan berpagar, di mana kehidupan lebih canggih, 

dengan pengkhususan peranan yang lebih kentara, apabila dibandingkan dengan hunian "desa"; dapat 

diduga, bahwa konsep ini tidak hanya dikenal dan disebut, melainkan juga diwujudkan secara nyata di zaman 

Taruma. Terdapatnya wujud nagara (kota; 'dibedakan dengan nagara, yaitu ñberkenaan dengan dimiliki oleh/ 

bersifat kota") pada masa Taruma itu menunjuk pada kenyataan yang dapat ditafsirkan·di samping nagara 

yang berkedudukan sebagai pusat (pemerintahan; kebudayaan) terdapat pula sejumlah daerah hunian 

'bukan-nagara yang ·berkedudukan sebagai pinggiran. Inilah ñdesa-desaò, yang dilihat dari sudut 

perkembangan pemikiran memang bersifat "pinggiran", namun dilihat dari ·sudut perekonomian merupakan 

penyangga dari kebutuhan pusat. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Kota Batavia 
Sumber: https://jhna.org/articles/dutch-batavia-exposing-hierarchy-dutch-colonial-city/ 
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Gambar 2.2 Struktur Kota Batavia 

Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota 

Secara historis, penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden 

Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya 

sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa 

Indonesia. Sehingga harus memenuhi syarat-syarat minimum sebagai kota internasional sesegera mungkin, 

Landasan yuridis berikutnya adalah UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Undang-undang ini 

pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa 

berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Penegasan ini 

diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta merupakan kota pencetusan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga pusat penggerak segala kegiatan, serta 

merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh 

dunia. 

Kebijaksanaan pembangunan daerah sekeliling Jakarta sebagai kesatuan JABOTABEK, tertuang pada 

Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976, antara lain untuk mengembangkan pemukiman serta pengembangan 

kesempatan kerja yang lebih merata, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan penduduk 

di Jakarta. 

Perencanaan ruang wilayah DKI Jakarta 2030 pada prinsipnya akan menggabungkan pendekatan sistem 

dinamis atau perencanaan komprehensif dengan pendekatan perencanaan strategis sekaligus. Pendekatan 

sistem dinamis terutama dilakukan untuk tahapan analisis, sehingga tidak ada aspek pertimbangan 

perencanaan yang tertinggal. Sementara itu, pendekatan strategis terutama dilakukan pada keluaran/output 

strategi, kebijakan, dan pengembangan indikasi program, sehingga lebih dapat dijaga fokus pembangunan 

dan penataan ruangnya ke depan. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

campuran atau yang sering dikenal dengan ñmixed approachò, atau yang dahulu sering disebut sebagai 

ñmixed scanningò. Selain itu, pendekatan penyeimbangan (optimasi, sinergi, dan minimasi konflik) juga 

dilakukan, khususnya penyeimbangan antara aspek fisik/lingkungan/daya dukung lingkungan dengan aspek 

ekonomi perkotaan, dan aspek sosial-budaya perkotaan, sehingga diperoleh model penataan ruang yang 

berkelanjutan. 

Pendekatan sistem dinamis dilakukan dengan penyederhanaan sistem kota/perkotaan sebagai ekosistem 

manusia seperti yang dikembangkan Machlis, et al (2002) seperti terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.3 Model Perkotaan Sebagai Ekosistem Manusia 

Sumber: The Structure of Human Ecosystems, Machlis et al (2002) 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa DKI Jakarta sebagai suatu sistem sosial akan sangat dipengaruhi 

dan mempengaruhi tiga kelompok utama sumberdaya kritis yang dipunyainya, yaitu: sumber daya alam 

(termasuk ruang), sumber daya sosial-ekonomi, dan sumberdaya sosial-budaya. Masing-masing komponen 

dari ekosistem manusia tersebut satu dengan lainnya berhubungan melalui 5 (lima) macam jenis aliran: 

individu manusia, energi, informasi, barang/materi, dan uang. Oleh karena itu, menata ruang suatu 

kota/perkotaan seperti DKI Jakarta pada prinsipnya menata kelima jenis aliran tersebut secara seimbang, 

selaras, efektif dan efisien khususnya dalam pengaturan alokasi dan distribusi ruangnya secara makro. 

Bagaimana sumber daya alam tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan berbagai aspek sistem sosial 

yang terwujud sebagai lingkungan spasial/ruang yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan utama 

untuk pengembangan sistem rekayasa investasi kota yang tepat dalam bentuk investasi publik (seperti ruang 

terbuka hijau, infrastruktur publik, sarana publik, dan lain-lain) maupun dalam bentuk investasi swasta 

(seperti industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain). Pengembangan Sistem Rekayasa Investasi tersebut 

tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan manajemen sektor publik yang akan dikembangkan sesuai 

kebutuhan di masa mendatang sehingga diperoleh Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan dapat 

dilaksanakan dan dikendalikan dengan mudah nantinya. 

Dalam konteks pembangunan dan penataan ruang di DKI Jakarta, maka pendekatan pembangunan 

konvensional seperti apa adanya sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hal ini mengingat bahwa sumberdaya 

kritis alam sudah tidak tersedia lagi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang harus digunakan ke 
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depan adalah ñmanajemen pembangunanò (Growth Management). Dalam konteks pengelolaan 

pembangunan, maka basis perencanaan fungsionalnya harus lebih luas dari sekedar batas administrasi 

wilayah DKI Jakarta, sehingga untuk kasus DKI Jakarta ini basis perencanaan fungsionalnya adalah 

Metropolitan Jabodetabekpunjur, dan/atau sampai ke Megalopolitan Jakarta-Bandung. 

 
Gambar 2.4 Model Perencanaan Tata Ruang Kota Berbasis Perimbangan Rekayasa Investasi 

Beberapa hal berikut ini adalah prinsip utama dalam manajemen pertumbuhan: 

Å Keinginan untuk secara rasional mengakomodasi dampak dari pertumbuhan 

Å Merupakan konsep komprehensif/menyeluruh, bukan hanya dampak fisik tetapi juga dampak ekonomi 

dan sosial 

Å Pemerintah mengambil peran utama dalam membentuk kerangka kerja yang terpadu 

Å Sektor dunia usaha, masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu juga mempunyai peran 

yang penting 

Å Merujuk kepada teknik pengaturan perundang-undangan 

Å Fokus pada ópembatasanô pertumbuhan, mengarahkan/ menyalurkannya, atau mengelola dampaknya. 

Kemudian dalam konteks manajemen pertumbuhan itu juga, peran penting seluruh pihak yang 

berkepentingan dengan pemanfaatan ruang di DKI Jakarta harus dapat ditingkatkan menjadi pihak-pihak 

yang berkontribusi positif dalam penataan ruang. Jadi, harus ada pergeseran dari konsep stakeholders 

(pemangku kepentingan) kepada shareholders (pemegang saham/kontribusi), semua pihak tidak bisa hanya 

menyatakan punya kepentingan yang harus diakomodasi secara ruang, tetapi juga berkontribusi aktif 

memenuhi kepentingan masing-masing tersebut secara bersama-sama secara optimal, sinergi, dan 

meminimalkan konflik. Sehingga bukan hanya óhakô-nya yang dituntut, tetapi juga ókewajibanô yang harus 

ditunaikan agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal inilah yang akan menjadi dasar/acuan 

pada saat dilakukan perekayasaan investasi terhadap seluruh kebutuhan ruang untuk pembangunan, mana 

yang harus ditanggung oleh sektor publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah 

Daerah lainnya melalui kerjasama), sektor dunia usaha (skala besar, skala menengah, skala kecil atau 

UMKM), ataupun oleh masyarakat (orang perorang, kelompok, badan usaha nir-laba). 

Potensi Pengembangan Wilayah  
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Peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia memicu perkembangan kota yang sangat pesat di 

berbagai sektor. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 mengenai RTR 

Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari 

sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya 

yang membentuk Kawasan Metropolitan. Dalam hal ini Jakarta berperan sebagai kawasan perkotaan inti. 

Jakarta sudah berkembang menjadi kawasan yang matang yang mengemban peran sebagai pusat 

pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta pusat 

kegiatan bisnis dan perdagangan.  

Rencana pemindahan ibu kota negara tidak membuat potensi Jakarta memudar. Pada pidato kenegaraan 

bulan Agustus 2019, Presiden Ir. H. Joko Widodo bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan bahwa Jakarta tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan 

dikembangkan sebagai pusat aktivitas bisnis dan keuangan dengan skala regional dan global. Kepala 

Bappenas RI juga mengatakan bahwa kedepannya akan menempatkan Jakarta sebagai daerah pusat 

perekonomian yang dapat bersaing dengan kota-kota di ASEAN. 

Menjadi IKN sekaligus kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan besarnya kontribusi Provinsi DKI 

Jakarta bagi perekonomian Indonesia sebesar 17.3%, dan di Pulau Jawa sebesar 28% di 2018 (BPS, 2019). 

Jakarta merupakan destinasi investasi utama Indonesia dengan menarik Rp. 95.6 T investasi (15.9% total 

nasional) dari dalam dan luar negeri hingga triwulan III tahun 2019 (BKPM, 2019).  Di tahun 2018, sebesar 

US$ 4.85 miliar dari total US$ 29 miliar penanaman modal asing ke Indonesia, atau sekitar 16.6% dari nilai 

nasional mengalir ke Jakarta, menempatkan Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar 

kedua di Indonesia.  

Selain aktivitas bisnis berskala nasional dan internasional, usaha mikro dan kecil juga memiliki peran yang 

besar yang mendominasi jumlah kegiatan ekonomi di Jakarta. UMKM membuka peluang penyerapan tenaga 

kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro 

dan Kecil terhadap seluruh UKM di DKI Jakarta selama kurun waktu 2012 hingga 2016 tercatat sebesar 

93,46%. 

Aktivitas perekonomian yang tinggi tersebut didukung oleh usaha penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan serta jaringan utilitas dan konektivitas di dalam wilayah dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. 

Selain berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga di dalam Jakarta, pengembangan tata ruang juga 

memiliki titik berat keterpaduan pembangunan dengan kawasan di sekitarnya. Mempertimbangkan pola 

pergerakan dan aktivitas perkotaan, pengembangan wilayah Jakarta kedepannya akan berorientasi pada 

penggunaan transportasi umum massal. 
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Gambar 2.5 Orientasi Transportasi Massal Jabodetabek-Punjur 

Transportasi umum akan menjadi tulang punggung bagi ruang kota Jakarta. Pembangunan kota Jakarta 

2030 akan berpihak pada kemudahan perpindahan setiap warganya. BRT Transjakarta serta KRL loopline 

dan Jabodetabek akan didukung oleh berbagai moda transportasi baru. Jaringan MRT membentang dari 

utara-selatan menghubungkan darerah pesisir Jakarta dengan perbatasan Tangerang Selatan, dan dan 

koridor barat-timur menghubungkan penduduk Jakarta menuju Tangerang sampai Bekasi. Jaringan LRT 

dibangun untuk membantu pergerakan di dalam pusat kota, maupun luar kota, seperti Cibubur dan Bekasi. 

Jalur pejalan kaki dan pesepeda disediakan di seluruh jaringan jalan dan di sekitar titik transit transportasi 

umum untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan. Struktur ruang kota juga dilengkapi dengan jaringan 

jalan arteri berbentuk radial yaitu inner ring road, Outer Ring Road, dan Outer Ring Road 2. 

Aktivitas perkotaan dipadatkan di tengah pada bagian dalam loopline kereta api, dan dikembangkan 

melintang ke arah barat dan timur. Namun sentra-sentra baru juga dikembangkan untuk mempermudah 

setiap warga mencapai kebutuhan hariannya. Kawasan pusat kota direncanakan merupakan kawasan 

kompak dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Bergitupun dengan rumah-rumah warga yang 

direncanakan berada pada sekitar titik-titik transit di seluruh wilayah kota.
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BAB 3 KONDISI PROVINSI DKI JAKARTA 
3.1 Kondisi Geografis dan Fisik 
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, 

Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas 

wilayah DKI Jakarta adalah sluas 7.660 km2, dengan luas daratan sebesar 662 km2 (termasuk 110 pulau 

yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan sebesar 6.998 km2. 

3.1.1 Wilayah Administrasi dan Wilayah Fungsional 

Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 

sungai, 2 kanal, dan 2 flood way. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah 

permukaan air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan 

genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). 

Secara administrasi, batas wilayah sebelah barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di 

sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat (dapat dilihat pada Gambar 3.1). 

 
Gambar 3.1 Batas Administrasi Provinsi DKI Jakarta 

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5019ô12ò Lintang Selatan - 60 23ô 

54ò Lintang Selatan dan 106022ô 42ò Bujur Timur - 106058ô 18ò Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ±7 

meter di atas permukaan laut. 

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 

(satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 

kelurahan, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta 

No. Kota/Kabupaten 

Administrasi 

Luas Area 

(km2) 

Jumlah 

Kecamatan Kelurahan RW RT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Jakarta Pusat 48,13 8 44 389 4.559 

2. Jakarta Utara 146,66 6 31 454 5.279 

3. Jakarta Barat 129,54 8 56 586 6.499 

4. Jakarta Selatan 141,27 10 65 579 6.077 

5. Jakarta Timur 188,03 10 65 709 7.929 

6. Kepulauan Seribu 8,70 2 6 24 127 

Jumlah 662,33 44 267 2.741 30.470 

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2020 

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65% dari luas Provinsi 

DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 

1,28%, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2 berikut: 

 
Gambar 3.2 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi 

Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 

 

Lingkup dalam KLHS juga turut mempertimbangkan wilayah fungsionalnya terutama dalam mengkaji 6 

muatan KLHS yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Wilayah fungsional ini didasari atas 

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati dan mempengaruhi ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta. 

Wilayah DAS Provinsi DKI Jakarta meliputi DAS Citarum Hilir, DAS Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru dan 

DAS Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru dan DAS Kepulauan Seribu 

Berdasarkan Wilayah DAS merupakan sub-bagian dari Wilayah Sungai yang ditetapkan secara nasional oleh 

Kementerian PU. Istilah Wilayah Sungai sendiri diartikan sebagai kesatuan wilayah pengelolaan sumber 

daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau 

sama dengan 2.000 km2. Sementara Wilayah DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat 

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh 

aktivitas daratan (PermenPUPR No. 4, 2015).. Kelima Wilayah DAS tersebut mencakup area lintas provinsi 

meliputi Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, secara visual ditampilkan pada gambar  di bawah ini.  

Jakarta Pusat
7,07%

Jakarta Utara
21,56%

Jakarta Barat
19,04%

Jakarta Selatan
20,76%

Jakarta Timur
27,64%

Kepulauan 
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Gambar 3.3. Wilayah Fungsional berdasarkan DAS Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: Peta Wilayah DAS, PUPR (PermenPUPR No. 4, 2015) 

3.1.2 Topografi dan Geologi 

Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Provinsi DKI 

Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. 

Sedangkan, sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-

1,5 meter di bawah muka laut pasang. 

Sekitar 0-3% wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu 

dimana sungai-sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu 

sekitar 8-15% di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki ketinggian lebih dari 

15%. 

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya. Hal ini disebabkan karena 

beberapa lokasi kota Jakarta masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3% atau berada pada 

kemiringan lereng relatif landai. Kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik 

yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada 

kemiringan lereng relatif landai. 

Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 13 sungai yang mengalir di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air 

dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar 

Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off air semakin 

tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

Secara geologis, geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur dapat dilihat pada peta berikut: 
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Gambar 3.4 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur 

 

Struktur seluruh daerah di Jakarta terdiri dari endapan Pleistocene yang terdapat ±50 meter di bawah 

permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10-25 meter, semakin ke 

selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 meter, pada sebagian wilayah, lapisan 

permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri 

atas lapisan alluvial. Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di 

bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan 

seluruhnya oleh endapan alluvium. 

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan di Provinsi DKI Jakarta menunjukan bahwa terdapat 

4 karakteristik utama, yaitu: 

a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai 

berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung 

pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau pasiran dengan 

sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling 

lapisannya bekisar antara 3-12 meter, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut 

diperkirankan mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-

abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, 

plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung 

pasiran, abu-abu kecokolatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi. Pada beberapa tempat nilai 

penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2 dan 

lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan 

antara 1,5-5 m, lanau pasiran antara 0,5-3 meter dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran 

nilai tekanan konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m2, lanau pasiran antara 15-25 kg/m2 dan 

lempung pasiran antara 10-40 kg/m2. 
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b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas 

kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 

4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan 

mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan 

cangkang kerang. Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang. Di 

beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara 0,75-2 kg/cm2 dan 

lanau pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasir lempungan 

antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5-3-meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir 

lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau pasiran antara 2-10 kg/m2. 

c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. 

Satuan tersebut tersusun beselang-selang antara lempung pasrian dan pasir lempungan. Lempung 

pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan plasitisitas sedang, konsistensi 

lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, 

merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan 1,5-17 meter. 

d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa 

dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau 

pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter. Lempung lanauan tersebar secara dominan di 

permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau 

pasiran, merah-kecoklatan, teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer 

saku untuk lempung antara 0,8-2,85 kg/cm2 dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm2, tebal 

lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan antara 1,5-7,5 

meter. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m2 dan lanau lempungan antara 18-75 

kg/m2. Tufa dan konglomerat melapuk menengah ï tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-

kasar, agak padu dan rapuh. 

 
Gambar 3.5 Peta Karakteristik Keteknikan Tanah dan Batuan 

Sumber : Ranwal RPJMD Perubahan 2017-2022 
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Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik quarter yang 

terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang 

memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian 

bawahnya dengan bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat 

breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu didominasi oleh batu 

lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki kedalaman sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian 

utaranya lebih dari 300 meter dan di sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 

meter. 

Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus 5-

6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 

terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula. 

Mengingat Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat 

dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di 

Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, 

karena memerlukan dana yang besar untuk pembebasan lahan milik warga. 

3.1.3 Hidrologi 

Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam cekungan air bawah tanah 

yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan bersifat lintas kabupaten/kota yang dibatasi oleh 

batas-batas hidrogeologi, yang secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau 

Madura, berikut Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Menurut keputusan tersebut, 

Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang 

merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, 

dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 Km2. Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang 

dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian 

Kabupaten Bekasi. 

Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan: endapan 

sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan 

pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan 

batu pasir tufan. Jumlah air tanah bebas 803 juta m3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta 

m3/tahun. 

Sistem akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter dengan ketebalan mencapai 250 

meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1-5 meter, terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan 

horizontal antara 0,1-40 meter/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air 

tanah CAT Jakarta sekitar 250 m2/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system akuifer ruang 

antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah panyau/asin yang berada di atas air tanah 

tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif 

umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt. 

Pembagian system akuifer di CAT Jakarta adalah sebagai berikut: 

¶ Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut sebagai kelompok 

akuifer I. 

¶ Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut sebagai kelompok 

akuifer II. 
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¶ Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 ï 250 mbmt, disebut sebagai kelompok 

akuifer III. 

Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya lempung berfaies laut yang 

memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya. Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan 

adalah endapan tersier yang bersifat relatif sangat kedap air. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk 

kota delta (delta city) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan 

laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, keberadaan sungai dan laut 

menyebabkan sebuah delta city memiliki keunggulan strategis, terutama dalam hal transportasi perairan. 

Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Adapun 

Peta aliran sungai, kanal dan flood way yang melalui Wilayah DKI Jakarta, dapat dilihat pada Gambar 3.6  

berikut: 

 
Gambar 3.6 Peta Aliran Sungai, Kanal dan Flood Way 

Panjang dan luas dari masing-masing sungai tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Dimensi Aliran Sungai, Kanal, dan Flood Way 

No. Sungai/Kanal Panjang 
(meter) 

Lebar 
(meter) 

Luas 
(meter2) 

1. Cengkareng Drain 7.600 50 147.500 

2. Cakung Drain 11.200 60 672.000 

3. Banjir Kanal Barat 12.850 60 771.000 

4. Banjir Kanal Timur 23.000 60 1.380.000 

5. Kali Mookervart 7.300 32 233.600 

6. Kali Angke 12.810 42 538.020 

7. Kali Pesanggrahan 27.300 13 354.900 

8. Kali Grogol 23.600 7 165.200 

9. Kali Krukut 28.750 6 172.500 

10. Kali Ciliwung 46.200 25 1.155.000 

11. Kalibaru Timur 39.200 13 392.600 

12. Cipinang 27.350 17 464.950 

13. Sunter 37.250 29 1.080.250 

14. Buaran 7.900 20 158.000 

15. Jati Kramat 3.800 5 19.000 
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No. Sungai/Kanal Panjang 
(meter) 

Lebar 
(meter) 

Luas 
(meter2) 

16. Cakung 20.700 20 414.000 

17. Kalibaru Barat 17.700 10 177.000 

 

Selain sungai, Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 buah situ dan 15 tempat parkir air (retention basin). Fungsi 

utama tempat parkir ini adalah sebagai wadah òretentionò atau tempat menahan sementara luapan air sungai 

pada saat muka air sungai meningkat. 

3.1.4 Klimatologi 

Jakarta termasuk dalam wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan 

Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Puncak musim penghujan 

di DKI Jakarta terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari 

dan hari hujan tertinggi selama 24 hari terjadi pada bulan Februari tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 

3.3  berikut: 

Tabel 3.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta 

No. Bulan 2017 2018 2019 

Curah Hujan 
(mm2) 

Banyaknya 
Hari Hujan 

Curah Hujan 
(mm2) 

Banyaknya 
Hari Hujan 

Curah Hujan 
(mm2) 

Banyaknya 
Hari Hujan 

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Januari 214,10 19 215,1 23 383,9 25 

2. Februari 520,80 24 431,2 24 270,1 16 

3. Maret 138,70 15 188,6 22 327,3 23 

4. April 156,50 16 159,1 16 194,6 19 

5. Mei 135,00 10 16,7 5 47,8 6 

6. Juni 138,50 11 12,6 5 23,1 2 

7. Juli 119,90 7 14,5 1 0 0 

8. Agustus 0,80 1 33 1 0 0 

9. September 165,80 7 62 7 1 0 

10. Oktober 112,40 12 133,8 6 1 1 

11. November 195,30 17 140,9 11 50,1 8 

12. Desember 254,10 12 52,3 13 263,8 17 

Cuaca di DKI Jakarta dipengaruhi angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan 

malam, dengan rata-rata temperatur terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan tertinggi 

pada bulan Oktober dan November. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. 

Perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, 

melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah pantai di wilayah 

Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Secara rinci data suhu 

udara Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 Data Cuaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019 

No. Bulan 2017 2018 2019 

Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) 

Max Min Rerata Max Min Rerata Max Min Rerata 

1. Januari 34,40 24,00 28,20 33,80 23,00 27,70 34,00 23,60 27,90 

2. Februari 32,40 23,40 27,20 32,40 23,40 27,20 34,00 24,00 28,20 

3. Maret 34,40 24,00 28,10 34,20 23,80 27,90 34,80 23,80 28,10 

4. April 34,20 24,80 28,50 34,40 24,00 28,70 35,20 24,80 28,80 
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5. Mei 35,00 25,00 29,00 34,60 25,00 29,40 35,00 25,00 29,60 

6. Juni 35,20 24,00 28,70 35,00 24,00 28,90 34,40 24,40 29,20 

7. Juli 34,60 24,00 28,50 34,20 24,00 28,20 34,00 24,00 28,70 

8. Agustus 34,40 24,00 28,70 34,20 23,00 28,20 33,60 24,00 28,20 

9. September 35,00 24,00 28,80 35,40 24,20 28,60 35,00 24,00 28,80 

10. Oktober 34,20 23,00 28,90 35,20 24,00 29,30 35,00 24,60 29,40 

11. November 34,40 24,20 28,20 36,60 24,40 28,90 34,60 25,00 29,50 

12. Desember 34,80 24,00 28,20 35,40 24,40 28,70 33,80 24,80 28,40 

 

3.1.5 Ekoregion 

Ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran 

sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi 

lingkungan hidup (Pasal 7 ayat 2, UU No. 32/2009). Dalam hal ini, ekoregion dipahami sebagai konsep unit 

karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas dalam 

pengelolaan lahan. 

Ekoregion Darat. Pada tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta melalui melalui Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah melakukan kajian penetapan ekoregion dalam Laporan Akhir Penyusunan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap II. Ekoregion darat dideliniasi berdasarkan 

kesamaan dalam karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim serta batas administrasi 

(kecamatan). Seperti diketahui Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) ekoregion dalam konteks pengelolaan 

air permukaan. Informasi ke enam ekoregion tersebut ditampilkan dalam peta berikut. 
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Gambar 3.7 Ekoregion Provinsi DKI Jakarta wilayah daratan 
Sumber: (BPLHD, 2013) 

Berdasarkan peta di atas, ekoregion DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi enam tipologi dataran sebagai 

berikut (BPLHD, 2013):  

a. Dataran Fluvio - marin: dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai). 

Kondisi hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk akuifer 

yang potensial. 

b. Dataran Banjir: dataran yang terletak di sekitar alur sungai. Material penyusun pada dataran 

ini umumnya berupa kipas aluvium, dengan komposisi tuf halus berlapis, tuf pasiran 

berselingan dengan tuf konglomeratan yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan fluvial 

(aliran sungai). Sesuai dengan namanya, dataran ini selalu tergenang banjir jika terjadi 

perluapan air sungai (debit meningkat) terutama di musim hujan. 

c. Dataran Rawa: dataran yang terbentuk dari hasil proses deposisi (pengendapan) fluvial 

(seperti banjir) yang meninggalkan suatu dataran dengan cekungan-cekungan kecil yang 

tersebar secara acak. Kondisi hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu 

membentuk akuifer yang potensial dengan dukungan morfologi yang datar. 

d. Dataran Pasang Surut Berlumpur: dataran yang terbentang sepanjang garis pantai, 

terbentuk oleh proses pengendapan marin (gelombang) yang diikuti dengan aliran sungai yang 

bermuara ke laut. 

e. Dataran Beting Gisik: dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan marin (gelombang) 

yang berkerja sama dengan aliran sungai (fluvial) yang bermuara ke laut. Topografi dataran ini 

berupa punggungan (beting) dari materi timbunan pasir yang memanjang sejajar garis pantai. 

f. Dataran Vulkanik: Ekoregion ini terbentuk sebagai hasil proses erupsi (letusan) gunung berapi 

yang penyebarannya dibantu oleh proses aliran sungai (fluvial), yang membentuk struktur 

berlapis horisontal dan tersortasi baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, 

dan semakin ke atas semakin halus). 
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Ekoregion Laut dan Kepulauan. Pada tahun 2014, Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyusunan 

deliniasi Ekoregion Laut yang membahas mengenai morfologi dasar laut dan kekayaan ekosistem perairan 

kepulauan (BPLHD, 2014). Deliniasi ekoregion laut ditetapkan berdasarkan informasi batimetri, kualitas air 

dan keanekaragaman hayati. Hasil penyusunan deliniasi Ekoregion Laut mengidentifikasi terdapat lima 

tipologi ekoregion, seperti ditampilkan pada peta berikut ini: 

 

Gambar 3.8 Peta Ekoregion Laut DKI Jakarta 
Sumber: (BPLHD, 2014) 

a. Pesisir Utara Jawa: deliniator utama ekoregion ini ditetapkan berdasarkan batimetri dan 

kualitas air. Ekoregion Pesisir Utara Jawa merupakan perairan Teluk Jakarta yang mencakup 

Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelor, Pulau Onrus, Pulau Kayangan dan Pulau Laki. 

Wilayah ini paling rentan terhadap cemaran air karena merupakan wilayah bermuaranya 

seluruh sungai dari daratan utama Jakarta. Paling banyak mengalami degradasi habitat, 

degradasi lingkungan, keberadaan pulau kecil lenyap karena tambang pasir, banjir rob, intrusi 

air laut akibat eksploitasi berlebihan pada sumber air tawar, dan pergeseran mata pencaharian 

ke arah pariwisata. 

Ekoregion ini memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 ï 18 m. Morfologinya terbagi menjadi 

tiga jenis pantai yaitu pantai landai (kelerengan 0º - 5º), pantai miring (kelerengan 5º - 15º), dan 

pantai terjal (kelerangan 15º - 90º). Ekosistem pantai landai ditumbuhi vegetasi mangrove biasa 

ditemukan di daerah Kamal dan Angke, dimana akar mangrove berfungsi untuk menjerat 

material sedimen dan membentuk rataan lumpur. Pantai miring yang biasa ditemukan di daerah 

Marunda hingga Segara Makmur tersusun dari material pasir dengan energi gelombang yang 

cukup besar. Pantai terjal merupakan bekas-bekas erosi yang tersusun dari material lempung, 

biasanya ditemukan di daerah Cilincing hingga Marunda. 

b. Dangkalan Utara Jawa: deliniator utama ekoregion ini ditetapkan berdasarkan batimetri. 

Ekoregion ini meliputi perairan Laut Jawa termasuk di dalamnya perairan sekitar Pulau Damar 

Besar, Pulau Damar Kecil, Pulau Bokor, Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil. 
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Ekoregion Dangkalan Utara Jawa mempunyai sedimen dasar laut berupa lumpur (63,14%), 

pasir dan lanau (36,86%) dengan kedalaman laut berkisar antara 5 ï 45 m. Beberapa pulau 

kecil di ekoregion ini telah dilaporkan telah lenyap atau mengalami perubahan geomorfologi 

yang parah. Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil memiliki permasalahan 

persampahan yang sangat mengganggu kegiatan setempat, karena tekanan sampah dalam 

jumlah besar dari wilayah daratan utama Jakarta terdampar di pulau-pulau ini. 

c. Alur Utara Jawa: deliniator utamanya adalah parameter batimetri. Ekoregion ini merupakan 

perairan dalam antara 30-90 m yang meliputi Pulau Tidung, Pulau Payung dan gugus Pulau 

Pari. Dampak degradasi lingkungan pada ekoregion ini lebih rendah dibandingkan dua 

ekoregion sebelumnya karena tidak terpengaruh kegiatan dari daratan utama Jakarta. Seiring 

perkembangan penduduk wilayah ekoregion ini terdeteksi mengalami pencemaran air, 

permasalahan ketersediaan air tawar, perubahan komposisi dan tutupan karang keras. 

d. Perairan Kepulauan Seribu: deliniator utamanya adalah batimetri dan keanekaragaman 

hayati. Ekoregion dengan kedalaman 0-40 m serta memiliki karakteristik dasar laut berupa 

lumpur (70,90%), pasir dan lanau (29,10%). Gugusan pulau terbanyak yang masuk dalam zona 

Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pertumbuhan pariwisata pada ekoregion ini cukup pesat 

sehingga berakibat pada eksploitasi sumberdaya hayati dan pencemaran lingkungan. Selain 

itu, aktivitas kapal tanker yang lalu lalang di sekitar wilayah ini berisiko menyebabkan cemaran 

laut berupa tar ball minyak mentah. 

e. Dangkalan Lampung: deliniator utama ekoregion ini ditetapkan berdasar pada batimetri. 

Ekoregion dengan kedalaman laut 5-30 m dan memiliki karakteristik dasar laut berupa lumpur 

(55,24%), pasir dan lanau (44,76%). Ekoregion ini mencakup sebagian perairan Laut Jawa dan 

Pulau Sebira. Kondisi karang di pulau ini cukup baik dan masih minim masalah lingkungan. 

 

3.1.6 Penutup Lahan 

Pesatnya perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai dengan semakin luasnya lahan terbangun. 

Kecenderungan tersebut mengindikasikan ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi 

pembangunan Provinsi DKI Jakarta, pola perubahan penggunaan lahan dililustrasikan sejak tahun 1972 

hingga 2014. 
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Gambar 3.9 Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972-2014 

Sumber: (Garschagen, Matthias et.al, 2018) 

Ilustrasi pada Gambar 3.9 di atas, menunjukkan perluasan perkotaan (ditandai dengan warna hitam) yang 

cenderung semakin massif dan padat, lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Sebagai Daerah 

Khusus Ibukota, Jakarta memposisikan wilayahnya sebagai provinsi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan 

budaya. Saat ini, populasi Jakarta telah berkembang menjadi lebih dari 10 juta, dari hanya sekitar 3 juta pada 

awal 1960-an. Seiring dengan pertumbuhan ini, DKI Jakarta telah mengalami ekspansi ruang yang luas 

(Garschagen, Matthias et.al, 2018). 

Mencermati data spasial penggunaan lahan (penutupan lahan) pada tahun 2018, pemanfaatan lahan DKI 

Jakarta didominasi oleh tiga peruntukan lahan yaitu lahan hunian sebesar 50,04% (28.629 Ha), lahan usaha 

sebesar 28,24% (16.155 Ha), dan penggunaan lain sebesar 14,59% (8.345 Ha). Lahan hunian termasuk 

guest house, paviliun, rumah, panti dan asrama. Lahan usaha merupakan lahan yang diusahakan untuk 

menggerakkan perekonomian seperti industri, hotel, perkantoran, restoran, dan sebagainya. Sementara, 

yang dimaksud sebagai penggunaan lain adalah peruntukan bekas bangunan, danau, hijau lainnya, kebun, 

lahan kosong, rawa, situ/waduk, dan tegalan/ladang.2 

Terlihat dari peta penutupan lahan tahun 2018 (Gambar 3.10Gambar 3.10) menunjukkan seluruh wilayah 

daratan Jakarta dipenuhi dengan warna merah muda yang merepresentasikan peruntukan permukiman 

semakin padat dan luas. Penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade 

terakhir, memanfaatkan 565 km2 dari 674 km2 ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83% (Garschagen, 

Matthias et.al, 2018). 

 
2  Data spasial penutupan lahan tahun 2018 bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perlu menjadi catatan 

bahwa data spasial berupa shapefile menunjukkan perbedaan luas total Provinsi DKI Jakarta yaitu 57.214 Ha. 
Sementara, luas wilayah DKI Jakarta menurut Permendagri No. 137/2017 adalah 664,01 km2 atau 66.401 Ha. 
Perbedaan luasan sangat mungkin terjadi karena proses skalasi pada peta dimana toleransi deviasi perbedaan 
mencapai 14%. 
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Sumber: Data spasial Penutup Lahan Pemprov DKI 
Jakarta, 2018 (skala 1:50.000) 

 

Sumber: Data spasial Penutup Lahan KLHK, 2018 
(skala 1:250.000) 

Gambar 3.10 Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 

Karena pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk hunian, hampir dapat dipastikan bahwa 

DKI Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi alam dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan 

air. Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup (hulu-hilir) dilakukan dengan upaya 

kebijakan kerjasama antar daerah dan upaya rekayasa teknologi. 

3.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi 

3.2.1 Kependudukan (Demografi) 

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.557.810 jiwa. Dilihat dari komposisi 

penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 

5.285.321 jiwa atau 50,06% dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah 

penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.272.489 jiwa atau 49,94%. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 

memiliki sex ratio sebesar 100,24 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan 

komposisi penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 

No. Uraian Tahun 

SP2010 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Laki-laki 4.870.938 5.115.357 5.159.683 5.202.815 5.244.690 5.285.321 

2. Perempuan 4.736.849 5.062.567 5.117.945 5.171.420 5.222.939 5.272.489 

3. Jumlah 9.607.787 10.177.924 10.277.628 10.374.235 10.467.629 10.557.810 

4. Pertumbuhan 1,42% 1,09% 1,07% 1,05% 1,07% 1,19% 

5. Densitas (ribu 

jiwa/km2) 

13,157 15,366 15,517 15,663 15,804 15,900 

6. Sex Ratio 102,83 101,04 100,8 100,61 100,42 100,24 

Sumber:  (BPS, 2020) 

 

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan 

pada tahun 2015 sebesar 1,09%, tahun 2016 sebesar 1,07%, tahun 2017 sebesar 1,05%, tahun 2018 

sebesar 1,07%, dan tahun 2019 sebesar 1,19%. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi 

dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,90 ribu jiwa/km2 di tahun 

2019. 
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Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) 

sebagaimana terlihat pada Gambar 3.11. Pada tahun 2019, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 

7.459.400 jiwa  atau  sebesar  70,65% dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) 

sebanyak 2.614.791 jiwa atau 24,76%, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun 

sebanyak 483.619 atau 4,58%. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (dependency 

ratio) DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar 41,53% yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI 

Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 41,53 penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada Gambar 3.11 berikut: 

 
Gambar 3.11 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 

Sumber: (BPS, 2020) 

Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang hampir sama antar wilayah 

Kota/Kabupaten Administrasi, penduduk laki-laki cenderung berjumlah sama banyak dibandingkan penduduk 

perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak 3.182.004 

jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu 

sebanyak 29.008 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana 

ditampilkan dalam Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Komposisi Penduduk DKI Jakarta menurut Jenis Kelamin 

No Kota/Kab. 

Administrasi 

Jumlah Penduduk Rasio 

Jenis Kelamin L P Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Jakarta Pusat 462.170 465.939 928.109 99,19 

2 Jakarta Utara 896.714 916.201 1.812.915 97.87 

3 Jakarta Barat 1.305.220 1.284.713 2.589.933 101,60 

4 Jakarta Selatan 1.131.588 1.113.111 2.264.699 99,87 

5 Jakarta Timur 1.477.494 1.460.365 2.937.859 101,17 
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6 Kep. Seribu 12.135 12.160 24.295 99,79 

Jumlah 5.285.321 5.272.489 10.557.810 100,24 

Sumber: (BPS, 2020) 

3.2.2 Pertumbuhan PDRB 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan 

atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga 

bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta 

No. Tahun PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2010 (juta Rupiah) 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  

(juta Rupiah) 

(1) (2) (3) (4) 

1. 2012 1.222.527.924 1.369.432.639 

2. 2013 1.296.694.573 1.546.876.491 

3. 2014 1.373.389.129 1.762.316.399 

4. 2015 1.454.563.847 1.989.088.747 

5. 2016 1.539.916.881 2.159.073.617 

6. 2017 1.635.359.147 2.365.353.854 

7. 2018 1.736.291.045 2.599.326.206 

8. 2019 1.838.500.708 2.840.827.863 

Sumber: (BPS, 2020) 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan yaitu yang semula 

Rp 1.369 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 2.840 trilun pada tahun 2019 (ADHB). Sedangkan berdasarkan 

ADHK tahun 2010 PDRB Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.838 triliun pada 

tahun 2019. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara 

nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang 

menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 3.12 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: (BPS, 2020) 

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor pedagang besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan 3 industri terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta 
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dengan nilai kontribusi berada pada kisaran 16% selama periode 2012-2019. Sektor ekonomi yang 

mengalami tren peningkatan kontribusi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa 

lainnya, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

Dari enam sektor tersebut peningkatan tren paling siginfikan ditunjukkan oleh sektor informasi dan 

komunikasi. 

Gambar di bawah ini juga memperlihatkan struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta, dimana perekonomian 

Provinsi DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; 3.17ndustry 

pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa 

potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian, 

strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dapat diarahkan untuk menunjang 

kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut. 

 
Gambar 3.13 Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: (BPS, 2020) 

3.3 Kondisi Fiskal dan Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta 

3.3.1 Persentase PAD terhadap Pendapatan 

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD 

terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. 

Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai 

keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan 

sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Terkait dengan 

hal tersebut, gambaran kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat 

digambarkan dalam tabel berikut: 
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Penyedian Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Lainnya
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Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012ð2019 (Juta 
Rupiah) 

No. Uraian Tahun Rata-rata 
Pertumbu

han 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

1 PENDAPATAN 35.379.180 39.517.544 43.824.300 44.209.238 53.784.706 64.823.887 61.235.825 62.300.680 8,84% 

1.1 Pendapatan Asli 
Daerah 

22.040.801 26.852.192 31.274.215 33.686.176 36.888.017 43.901.489 43.327.137 45.707.400 11,24% 

1.1.1 Pajak Daerah 17.721.493 23.370.213 27.050.949 29.076.926 31.613.197 36.500.782 37.538.912 40.298.123 12,78% 

1.1.2 Retribusi Daerah 1.820.435 333.787 515.162 459.459 675.475 624.137 578.556 587.384 -0,64% 

1.1.3 Hasil Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
yang Dipisahkan 

351.823 397.234 465.979 527.280 303.204 489.479 592.956 619.456 12,56% 

1.1.4 Lain-lain PAD yang 
Sah 

2.147.049 2.750.957 3.242.123 3.622.510 4.296.140 6.287.091 4.616.712 4.202.437 12,44% 

1.2 Total Pendapatan 
Transfer 

13.334.647 11.517.024 12.160.469 8.642.378 15.271.661 18.969.291 17.855.177 14.551.571 5,65% 

1.2.1 Dana Perimbangan-
Pendapatan Transfer 

11.554.964 9.387.539 9.677.533 5.887.267 15.271.661 18.969.291 17.855.177 14.494.393 14,87% 

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 10.984.787 8.863.205 9.279.068 5.751.741 12.304.612 16.605.609 15.026.198 11.585.305 9,12% 

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil SDA 294.849 225.151 312.478 135.525 83.970 241.881 183.375 113.085 6,57% 

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 275.327 299.182 85.985 0 0 0   0 -54,20% 

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 0 0 0 0 2.883.078 2.121.802 2.645.604 2.796.003 1,32% 

1.2.2 Transfer Pemerintah 
Pusat Lainnya 

1.779.682 2.129.484 2.482.936 2.755.110 0 0 0                  
57.178  

-13,20% 

1.2.2.1 Dana Otonomi 
Khusus 

0 0 0 0 0 0                             
-    

0,00% 

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 1.779.682 2.129.484 2.482.936 2.755.110 0 0                    
57.178  

-13,20% 

1.3 Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

3.731 1.148.327 389.614 1.880.682 1.625.027 1.953.107 53.511 2.041.708 4945,64% 

1.3.1 Hibah 3.731 1.148.327 389.614 1.880.682 1.625.027 1.953.107 53.511 2.041.708 4945,64% 

1.3.2 Dana darurat 0 0 0 0 0 0   0 0,00% 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2019 

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, 

serta lain-lain PAD yang sah. Dari tahun 2012 hingga tahun 2019, PAD mengalami peningkatan. Persentase 

PAD terhadap pendapatan daerah meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2015, mengalami penurunan 

pada tahun 2016 hingga tahun 2017 namun meningkat kembali pada tahun 2018 hingga tahun 2019. 

3.3.2 Peran Para Pihak 

Pembangunan segala sektor di DKI Jakarta tidak terlepas dari peran para pihak.  Identifikasi para pihak 

dilakukan dengan melihat kontribusinya pada pencapaian TPB, hal ini juga tercantum dalam laporan 

pencapaian TPB. Tabel di bawah ini menunjukan kontribusi mitra pembangunan ke dalam indikator TPB. 

Tabel 3.9. Kontribusi Mitra Pembangunan 

Mitra Kontribusi Capaian TPB 

1. UN Habitat TPB 16, indikator 16.1.2.(a),  

TPB 11, indikator 11.7.1(a) 

2. AUSAID - MAMPU TPB 16, indikator 16.2.1.(b) 

TPB 5, indikator 5.2.2.* 

TPB 16, indikator 16.3.1.(a), 16.10.1.(b) 

TPB 11, indikator 11.7.2.(a) 

TPB 10, indikator 10.3.1.(c) 

3. MAMPU TPB 10, indikator 10.4.1.(b) 
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Mitra Kontribusi Capaian TPB 

TPB 1 

TPB 8, indikator 8.3.1*, 8.3.1.(c) 

4. USAID - MAJU TPB 16, indikator 16.2.1.(b) 

TPB 16, indikator 16.10.1.(b) 

TPB 11, indikator 11.7.2.(a) 

TPB 10, indikator 10.3.1.(c) 

TPB 5, indikator 5.2.2.* 

5. European Union TPB 16, indikator 16.6.1.(d) 

TPB 11, indikator 11.3.2.(a) 

6. IDLO TPB 16, indikator 16.10.1.(b) 

7. LBH Apik TPB 16,  

TPB 10 indikator 10.3.1.(c) 

TPB 5, indikator 5.2.2.* 

TPB 16, indikator 16.10.1.(b) 

TPB 5, indikator 5.2.2.* 

8. Yayasan Karina TPB 12, indikator 12.5.1.(a),  

TPB 11, indikator 11.6.1.(a), 

TPB 8, indikator 8.3.1.(b) 

TPB 8, indikator 8.3.1.(b) 

TPB 2, indikator 2.1.1* 

TPB 1 

TPB 11, indikator 11.5.1.(b) 

TPB 6, indikator 6.1.1.(a), TPB 1 1.4.1 (d) 

TPB 6, indikator 6.2.1.(c) 

TPB 4, indikator 4.4.1* 

9. InsWa TPB 12, indikator 12.5.1.(a) 

TPB 11, indikator 11.6.1.(a) 

10. UCLG TPB 16 

TPB 11, indikator 11.5.1.(b) 

11. RCUS Goethoeus Institute TPB 11, indikator 11.1.1(a) 

TPB 11, indikator 11.3.2.(a) 

TPB 11, indikator 11.6.1.(a) 

12. FES TPB 11, indikator 11.1.1(a) 

13. Yayasan Plan Intenational TPB 16, indikator 16.10.1.(b) 

TPB 11, indikator 11.3.2.(a) 

TPB 5, indikator 5.2.1* 

TPB 8, indikator 8.6.1* 

14. PPNI TPB 11, indikator 11.5.1*, TPB 3, TPB 2, TPB 1 

15. Platform Muria TPB 11, TPB 6, TPB 2, TPB 1 

TPB 4, indikator 4.4.1* 

16. Rumah Zakat TPB 10, indikator 10.1.1*, 10.1.1.(a), 10.2.1*, TPB 1 

TPB 5, indikator 5.6.1.(a), TPB 3, 3.7.1.(a), TPB 1 indikator 1.4.1.(c) 

TPB 4, indikator 4.1.1.(d), TPB 1 

TPB 2, indikator 2.1.1.(a) 

TPB 1, indikator 1.4.1.(a) 
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Mitra Kontribusi Capaian TPB 

TPB 1, indikator 1.4.1.(b) 

17. Komunitas Raksasa TPB 8, indikator 8.2.1* 

18. Armor Indonesia TPB 8, indikator 8.2.1* 

19. Accenture TPB 8, indikator 8.6.1* 

20. PAM Jaya TPB 6, indikator 6.1.1.(a) 

TPB 6, indikator 6.1.1.(b) 

TPB 6, indikator 6.1.1.(c), TPB 1, 1.4.1.(d) 

21. GIZ TPB 6, indikator 6.2.1.(c), TPB 1 1.4.1 (e) 

22. Jakarta Berketahanan TPB 6, indikator 6.2.1.(c), TPB 1 1.4.1 (e) 

23. Youth Coalition for Girls TPB 5, indikator 5.2.1.(a) 

24. Google TPB 5, indikator 5.2.1.(a)  

25. ECPAT TPB 5, indikator 5.2.1.(a)  

26. ICT Watch TPB 5, indikator 5.2.1.(a)  

27. Sejiwa TPB 5, indikator 5.2.1.(a)  

28. Yayasan Tunas Muda Care TPB 4, indikator 4.1.1*, TPB 1 

29. YPAC TPB 4, indikator 4.a.1* 

TPB 1 

30. IGI TPB 4, indikator 4.c.1* 

31. PGRI TPB 4, indikator 4.c.1* 

32. IBI bersama masyarakat TPB 3, indikator 3.1.1*, 3.2.2.(b) 

TPB 2, indikator 2.1.1.(a), 2.2.2* 

TPB 1 

33. IPPI TPB 3, indikator 3.3.1.(a) 

34. Smoke Jakarta TPB 3, indikator 3.3.1.(a), 3.a.1* 

35. ITMI TPB 1, indikator 1.3.1.(c) 

36. ITMI TPB 1, indikator 1.3.1.(c) 

37. Yayasan Mitra Netra TPB 1, indikator 1.3.1.(c) 

38. YDMI & Mitra TPB 1, indikator 1.3.1.(c) 

39. Yayasan Peduli Anak 

Berkebutuhan Khusus 

TPB 1, indikator 1.3.1.(c) 

Sumber: (SDGs DKI Jakarta, 2020) 
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